
BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

"Hol5itilffi^ll;y."
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
I{ABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2OL9

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2OlB tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2Ol9;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna
Tahun Anggaran 2019.

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahurr 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan ,Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2008 Nomor lOZ, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun lgg7 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Tahun tgg7 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 8683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38l;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undarigan
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5.

6.

7.

8.

9.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 528fl;

1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2O0O
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO2g);

13. Peraturan Pemerintah Nomor ST tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah
Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang Kedudukan dan
Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DpRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa$);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20ll tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2079 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2Ol8 Nomor 7Ot);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2OI3 tentang pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2olg Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10
Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran
2Ol9 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2OI8 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun
atas :

Pasal 2

Menetapkan :

Anggaran Pendapatan
Anggaran 2019 terdiri

(1). Pendapatan

(2).

a. Pendapat Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai
2) Belanja bunga
3) Belanja subsidi
4) Belanja hibah
5) Belanja bantuan sosial
6) Belanja bagi hasil
7) Belanja bantuan keuangan
8) Belanja tidak terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang dan jasa
3) Belanja modal

Rp 56 ,57 5 ,7 2l ,686 .OO

Rp 970,268,417,7OO.OO
Rp 168,674,860,614.00
Rp 1,135,519,000,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

343,000,137,755.00

3,994,2O0,000.00
1,993,999,000.00
1,377,669,000.00

136,196,555,169.00
500,000,000.00

Rp

Rp
Rp
Rp

486,942,559,923.00

83,929,269,926.00
383,8gg,Ig7,4gg.oo
315,540,973,752.OO

Rp 7 83,259 ,34O,O77 .OO

t,27O,2O 1,900,000.00Jumlah Belanja Rp
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Surplus / (Defisit)

(3). Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenan Rp

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada

Rp (134,682,900,000.00)

Rp 739,682,900,000.00
Rp 5,000,000,000.0O
Rp 134,682,900,000.00

Diundangkan di Ranai
pada tanggal AB DwmbwlrotB

/ suxnerARrs DAERAH,{4

Dennnbw ao$
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